BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDUL
HASAN DI BMT MASLAHAH KANTOR CABANG PEMBANTU GERBO
KABUPATEN PASURUAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad Qardul Hasan di BMT Maslahah
Kantor Cabang Pembantu Gerbo

BMT Maslahah merupakan lembaga keuangan syariah semacam
koperasi yang bergerak pada sektor jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip
syariah dan bersifat profit oriented seperti lembaga keungan pada umumnya,
namun selain bersifat profit oriented juga bersifat sosial. BMT Maslahah
sebagai lembaga keuangan syariah ini juga merupakan salah satu solusi untuk
merestrukturisasi sistem keuangan yang berbasiskan riba menjadi sistem bagi
hasil. Hal ini dikarenakan dalam BMT ini tidak ada istilah bunga bagi
anggota yang meminjam dana.

Produk-produk pembiayaan BMT Maslahah yang bersifat profit
oriented adalah pembiayaan murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ba’i
bitsamanil ajil, sedangkan untuk produk pembiayaan BMT Maslahah yang
bersifat sosial ialah pembiayaan gardul hasan.

Tujuan utama dalam pembiayaan gardul hasan yang ada di BMT
Maslahah ini adalah untuk tujuan pemerataan sosial bagi masyarakat
sebagaimana yang tertuang dalam sila kelima Pancasila. Dalam mewujudkan

tujuan BMT Maslahah tersebut adalah sangatlah penting adanya manajemen
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operasional yang bagus. Manajemen operasioanal yang bagus akan membantu
dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari BMT Maslahah. Adanya
tujuan  sosial-kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Guna mewujudkan manajemen operasional yang bagus dalam
pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah harus menggunakan prinsip-
prinsip di bawaha ini:

1. Prinsip syariah
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip demokrasi

Pelaksanaan Pembiayaan qardul/ hasan yang ada di BMT Maslahah
setelah penulis teliti dan analisis dapat diketahui bahwasannya dalam
mewujudkan ketiga prinsip syariah tersebut, jika dianalisis satu persatu maka
hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip syariah

BMT Maslahah dalam manajemen operasionalnya sudah
melaksanakan prinsip ini, dalam bertransaksi BMT Maslahah sangat
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu: riba,
Zharar, maysir, mentransaksikan obyek yang haram, baik haram zatnya,
cara memperolehnya, atau haram dalam memanfaatkannya. Kriteria
pembiayaan gardul hasan di BMT Maslahah, anggota hanya boleh
menggunakan dana gardul hasan untuk kepentingan yang bermanfaat dan

halal.



72

2. Prinsip demokrasi
Dalam prinsip demokrasi ini menurut penulis BMT Maslahah
tidak menerapkan prinsip tersebut, sebab manajemen operasionalnya
belum memiliki nilai-nilai keadilan dan kemerataan dalam pembiayaan
gardul hasan, yang mana BMT Maslahah membolehkan semua anggota
mengajukan pembiayaan gardul hasan tanpa menyeleksi anggota dan
melihat latar belakang anggota yang akan mengajukan pembiayaan gardu/
hasan tersebut.
3. Prinsip kehati-hatian
BMT Maslahah dalam pelaksanaan pembiayaan gqardul hasan
kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, karena menurut penulis BMT
Maslahah tidak melakukan penyeleksian khusus bagi anggota yang akan
mengajukan pembiayaan gardul hasan, seperti menyeleksi kurang mampu
atau tidaknya seorang anggota mengajukan pembiayaan qardul hasan
tersebut.

Berdasarkan Analisa mengenai pelaksanaan pembiayaan gardul hasan
sesuai dengan prinsip syariah yang ada, di BMT Maslahah dalam prakteknya,
bahwasannya pelaksaanaan pembiayaan gardul hasan tersebut tidak sesuai
dengan tujuan BMT Maslahah. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya
pemberian dana gardul hasan tersebut tidak digunakan untuk anggota yang
tergolong kurang mampu atau kaum dhuafa, akan tetapi dana gardul hasan
digunakan untuk semua anggota tanpa melihat latar belakang anggota itu

sendiri.
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Selain itu sumber dana yang digunakan BMT Maslahah dalam
pembiayaan gardul hasan juga tidak berasal dari dana zakat, infaq, sedekah
atau dana denda dan sumbangan, akan tetapi dana yang digunakan pada akad
gardul hasan yaitu dana berjalan yang berasal dari penabung dan dari anggota
pembiayaan lainnya.

Pelaksanaan pembiayaan gardul hasan di BMT Maslahah yang sesuai
dengan teori gardul hasan yang berada di bab 2 adalah tidak adanya barang
jaminan yang diberikan oleh anggota pembiayaan gardul hasan kepada BMT
Maslahah dan jangka waktunya ditentukan sesuai dengan kemampuan
anggota pembiayaan. Menurut penulis, adanya jaminan sangatlah penting
dalam rangka pengajuan dana oleh anggota. Kaitan antara jaminan dengan
kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran adalah sangat erat sekali.
Apabila anggota tidak mampu untuk membayar maka dapat menggunakan
jaminan yang diajukan oleh anggota sebagai alat pembayaran untuk melunasi.
Akan tetapi dikarenakan akad gardul hasan merupakan pembiayaan yang
bersifat ta’awun (tolong menolong), maka dalam akad ini tidak
diwajibkannya adanya barang jaminan bagi anggota tersebut.

Adapun proses pembiayaan dengan akad gardul hasan di BMT
Maslahah Cabang Pembantu Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten

Pasuruan:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Maslahah
dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartu

keluarga, surat nikah beserta foto copy.
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Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan anggota, BMT
Maslahah meminta anggota untuk melengkapi dokumen perjanjian
pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri.
Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan
dokumen yang diperlukan.

Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara anggota dan BMT Maslahah.

. Pencairan dana pembiayaan melalui ze//er yang diambil oleh anggota.

. Mulai aktifnya akad pembiayaan dengan akad gardul hasan.

. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dengan Akad Qardul/

Hasan di BMT Maslahah Kantor Cabang Pembantu Gerbo

Dari hasil data wawancara, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan

pembiayaan gardul hasan di BMT Maslahah yaitu :

. Kurangnya SDM / Petugas di BMT Maslahah Cabang Pembantu Gerbo.
BMT Maslahah cabang pembantu gerbo ketika di analisis lebih
lanjut, penyebab kurang optimalnya pembiayaan gardul hasan adalah
kurangnya petugas baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara
kuantitas, BMT Maslahah memiliki jumlah petugas yang kurang untuk
memonitoring calon anggota maupun anggota yang sudah mengajukan
pembiyaan gqardul hasan. Sedangkan secara kualitas, petugas BMT
Maslahah tidak bisa membedakan antara pembiayaan gardul hasan
dengan pembiayaan yang lain, dengan bukti bahwa semua anggota dapat

mengajukan pembiayaan gardul hasan yang ada di BMT Maslahah,
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padahal akad gardul hasan tersebut seharusnya digunakan sesuai dengan
tujuan BMT Maslahah, yaitu digunakan untuk anggota-anggota yang
termasuk dalam golongan yang kurang mampu.

Keberhasilan sebuah manajemen sebenarnya bisa dinilai dari
faktor kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh petugas-petugas
manajemen itu sendiri, ketika faktor-faktor tersebut sudah dimiliki oleh
petugas-petugas tersebut, maka sangatlah mudah bagi manajemen untuk
mencapai keberhasilan. Begitu sebaliknya, apabila manajemen tidak
memperdulikan faktor-faktor tersebut, maka sangatlah sulit bagi sebuah
manajemen tersebut untuk mencapai sebuah keberhasilan.

. Anggota Kurang Maksimal Dalam Memanfaatkan Dana Dari Pembiayaan
Akad Qardul Hasan.

BMT Maslahah dalam pelaksanaan pembiayaan qardul hasan
selain mempunyai kendala kekurangan SDM/petugas juga mempunyai
kendala yaitu kurang maksimalnya anggota dalam memanfaatkan dana
yang berasal dari gardul hasan. Anggota BMT Maslahah dalam
mengajukan pembiayaan gardul hasan memiliki tujuan untuk membuka
usaha atau mengembangkan usaha yang dimilikinya. Setelah usahanya
berjalan dan sudah mendapatkan hasil, anggota tersebut lebih memilih
menggunakan hasilnya untuk kepentingan yang lain dari pada
mengembangkan usahanya, seperti membeli motor.

Penyebab adanya kendala ini ialah kurangnya kesadaran anggota

itu sendiri dalam memanfaatkan dana yang dimilikinya, karena dana
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tersebut lebih digunakan untuk kepentingan konsumsi dari pada
kepentingan produksi, sehingga sangat sulit bagi anggota tersebut untuk
mengembangkan usahanya selama anggota tersebut lebih memilih

kepentingan konsumsi dari pada kepentingan usahanya.



